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A. Latar Belakang Masalah 
 
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Pemda) dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 
pusat dan daerah, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 
Nomor 25 tahun 1999, pendekatan kebijakan pembangunan telah bergeser dari pendekatan 
sentralisasi ke desentralisasi (LP3ES, 2005). Ini ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah. 
Diberlakukannya kedua undang-undang ini adalah untuk merespon tuntutan Pemda untuk mampu 
menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  
  Pemekaran daerah di Indonesia terjadi secara besar-besaran sehingga berubah menjadi 
semacam ‘bisnis’ atau ‘industri’. Pemekaran saat ini, tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-
pandangan desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan demokrasi 
lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, 
menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefesien mungkin (Ratnawi, 2009).  
Menurut BAPPENAS (2008) Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22/1999 
tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam 
struktur pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2004, pemerintahan daerah di Indonesia sebanyak 
26  provinsi dan 303 pemerintah kabupaten/kota, jumlah tersebut pada Oktober 2008 menjadi 33 
provinsi dan 457  kabupaten/kota. Fenomena tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di 
berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan di antara para pakar.  
Muncul banyak perdebatan mengenai manfaat ataupun kerugian yang timbul dari 
banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk 
mendukung sikap masing-masing pihak. Banyak argumen yang diajukan untuk mendukung 
pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali 
antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan 
pemerataan pembangunan. Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal 
melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Ida, 2005).    
Fitrani et al. (2005) menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya 
bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, 
baik dari pemerintah pusat dan dari penerimaan Pendapatn Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut 
dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi 
wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan PAD. Hal ini 
menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula 
dugaan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar 
menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus 
tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan ”aspirasinya” mendorong terjadinya 
pemekaran.  
Hasil studi dari tim Bank Dunia (World Development Report, 1997) menyimpulkan ada 
empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu pertama, motif untuk 
efektivitas administasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang 
menyebar, dan ketertinggalan pembangunan, kedua, kecenderungan untuk homogenitas (etnis, 
bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan), ketiga, adanya kemanjaan fiskal yang dijamin 
oleh Undang Undang disediakannya dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam dan 
disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; keempat, motif pemburu rente 
(bureaucratic and political rent-seeking) para elit. Evaluasi Departemen Dalam Negeri (2009) 
menunjukkan sebagian besar daerah otonom baru mengalami kemiskinan. Namun semangat 
pembentukan kabupaten/kota, bahkan provinsi baru tetap bermunculan. Benarkah pemekaran itu 
meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hanya untuk kepentingan elit saja? 
(http://www.miank.web.id/207/04). Untuk mengukur apakah tujuan tersebut telah tercapai atau 
tidak, terdapat banyak aspek yang dapat digunakan salah satunya adalah aspek keuangan.  
Keuangan daerah merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan yang sangat 
penting dalam kaitannya dengan kebijakan pemekaran wilayah. Secara langsung pemekaran 
wilayah berimplikasi kepada pembagian sumber-sumber keuangan. Dampak langsung dan sangat 
terasa oleh Pemerintah Daerah terutama adalah pada sisi penerimaan, khususnya PAD, karena 
PAD merupakan sumber pendapatan yang objek penerimaannya berada di daerah yang 
bersangkutan. Dengan kata lain, pemekaran wilayah berati pembagian sumber PAD antara daerah 
induk dengan daerah yang baru. 
Reformasi keuangan daerah telah diberlakukan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintahan Pusat dan Daerah. Berdasarkan perundangan ini, menurut Halim (2001) secara 
umum pada era ini wewenang Pemerintah Daerah telah terlihat secara nyata melalui definisi 
Pemda yang hanya meliputi Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya tidak termasuk 
DPRD. Selanjutnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU no. 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  
Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya pertanggungjawaban 
keuangan oleh pemerintah daerah dan penilaian kinerja keuangan daerah otonomi agar dapat 
diketahui sejauh mana pemerintah daerah otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya di 
bidang keuangan. Pasal 100 ayat 2 dan ayat 3 PP No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:  Laporan 
Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 101  menyebutkan 
bahwa      Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 
Pertanggungjawaban keuangan kepala daerah kabupaten/kota di Indonesia sejak  tahun 
2005 sampai dengan tahun 2007 telah dilaksanakan di hadapan DPRD kabupaten/kota, dan telah 
diaudit oleh BPK RI.  PSAP No. 1 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan menyatakan tujuan 
pelaporan keuangan pemerintah dibedakan jadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 
umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 
anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para 
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara 
khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna 
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 
daya  yang dipercayakan kepadanya.  
Hasil audit BPK RI menunjukan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah daerah secara 
keseluruhan belum memadai.  Selain itu, pertanggungjawaban tersebut belum dilengkapi dengan 
informasi tentang bagaimanakah kinerja keuangan dan berbagai dimensi keuangan daerah otonom 
agar dapat diperoleh peniaian kinerja keuangan yang lebih komprehensif dalam melaksanakan 
otonomi keuangan daerah. Awal  Oktober 2007 Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan 
bahwa dari 362 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit BPK, hanya tiga 
laporan keuangan atau kurang dari satu persen yang mendapat opini “wajar tanpa pengecualian”, 
sebanyak 284  LKPD mendapat opini“wajar dengan pengecualian”, 19 LKPD mendapat opini 
“tidak wajar” dan 56 LKPD mendapat opini“disclaimer” (Rizal Yahya, Opini, Kamis, 1November 
2008).   
Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan 
otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan 
sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) 
ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah 
(PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah 
menjadi lebih besar.  
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengungkap kinerja keuangan pemerintah 
daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang didasarkan pada data pada LKPD.  
Paidi, dkk (2008) mengkaji kinerja keuangan tujuh kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan APBD meningkat dari tahun 2001 – 2006. 
Demikian juga rata-rata pertumbuhan PAD meningkat secara signifikan. Rasio kemandirian 
Kab/kota pemekaran di Sumut ternyata secara keseluruhan belum mampu membaiyai sendiri 
sebagian besar kebutuhan belanja daerahnya, dengan kata lain tingkat kemandiriannya rata-rata 
sangat rendah, yaitu 2,63 %. 
Dwirandra (2007) dalam penelitiannya mengenai efektifitas dan kemandirian keuangan 
daerah otonom kabupaten/kota di provinsi Bali berdasar LKPD tahun 2002 -2006, 
mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan kabupaten/kota di provinsi Bali rata-rata rendah 
sampai sedang dengan trend yang meningkat.  
Setyawan (2003), melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, 
dilakukan terhadap Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah periode anggaran 1998/1999 s/d 2001, dengan menggunakan 
analisis rasio kinerja yang dikembangkan oleh Halim (2002:128-135) meliputi (1) Rasio 
Kemandirian; (2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi; (3) Rasio Aktivitas; dan (4) Rasio Pertumbuhan 
(Growth Ratio). Dari hasil penelitin ini, Setyawan menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan 
pada tahun anggaran 1997/1998 – 2001 rendah.  
Kuncoro (2002) mengemukakan bahwa kemampuan daerah otonom melaksanakan 
otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas 
daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah 
pusat tidak serta merta mau kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Lebih lanjut Kuncoro 
menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan 
otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dari Pemerintah Pusat, (2) kurang berperannya perusahaan 
daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam 
bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa 
diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, dipaparkan bahwa rasio PAD terhadap APBD (rata-
rata 1990 - 1999) di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dari penelitian tersebut 
dapat diketahui bahwa sebelum dilaksanakan reformasi keuangan daerah hanya satu propinsi dan 
kabupaten/kota yang memiliki rasio kemandirian lebih dari 50%, yaitu DKI Jakarta.  
Beberapa penelitian di atas menilai kinerja keuangan kabupaten/kota secara tunggal tanpa 
daerah pembanding. Seperti telah disebutkan di muka tujuan pemekaan wilayah secara umum 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu alat ukur keberhasilan 
pemerindah daerah dalam penyelenggaran otonomi daerah adalah kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menilai pertumbuhan kinerja atau perbandingan 
dengan daerah lain.    
Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui  kinerja 
keuangan pemerintah kabupaten/kota pemekaran dan perbandingannya dengan kinerja keuangan 
kabupaten/kota induk dengan judul : “Perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota 
Pemekaran di Indonesia dengan Kabupaten/Kota Induk” . 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, permasalahan  dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: 
 Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan kabupaten/Kota pemekaran di Indonesia 
tahun pemekaran  mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dan kinerja keuangan daerah induk 
yang diproksi dengan rasio keungan pemerintad daearah?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota pemekaran ini 
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris menngenai perbedaan kinerja keuangan 
pemerintah Kabupaten/Kota pemekaran dengan kinerja keuangan kabupaten/kota induk. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris mengenai kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten/kota pemekaran. Dengan diketahuinya  perbedaan kinerja keuangan daerah 
pemekaran dengan daerah induk, akan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dan praktisi 
sebagai pertimbangan dalam tindak lanjut pengelolaan keuangan daerah pemekaran sehingga 
mendukung pemberdayaan daerah dalam meningkatkan  potensi daerah dan pengelolaan keuangan 
sehingga kemandirian keuangan semakin meningkat. Bagi legislator dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan pertimbangan dalam memberikan otorisasi atau persetujuan. Bagi peneliti berikutnya dapat 
menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar penembangan. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Pengorganisasian penulisan laporan penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan 
sistematika penulisan sebagai berikut. 
Bab II memaparkan tinjauan pustaka dan review  penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian terutama terkait kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio 
keuangan serta dilanjutkan dengan kerangka pikir penelitian dan perumusan hipotesis penelitian. 
Bab III menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel serta teknik pengambilan 
sampel penelitian. variabel dan pengukuran variabel penelitian, data dan sumber data serta teknik 
pengambilan data penelitian  dan model penelitian serta analisis data penelitian data yang 
digunakan dalam penelitian. Bab IV menguraikan hasil pengumpulan data dan analisis data 
penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis dan interpretasi hasil pengujian untuk 
membuktikan secara empiris hipotesis yang telah dinyatatakan dalam penelitian. Bab V 
menguraikan kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya, keterbatasan, saran 
dan implikasi penelitian yang dapat diajukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
